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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan dan analisis, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian 

karena keterlambatan dan kerusakan barang, berdasarkan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terdapat hak konsumen yang dilindungi yaitu hak untuk didengar 

pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak 

untuk mendapatkan perlindungan konsumen dan hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya. Dilihat dari pasal 7 huruf g Undang-

Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen 

perusahaan  penyedia  layanan  jasa  ekspedisi dapat dimintai 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian 

akibat keterlambatan dan kerusakan barang diatur juga dalam Peraturan 

Pemerintah No 80 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha 

wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen dan melindungi 

hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

dibidang Perlindungan Konsumen. 
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2. Pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat 

rusaknya barang, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa rusaknya barang 

tersebut merupakan akibat dari suatu kejadian di luar kuasa pihak 

pengangkut (force majeur). Keterlambatan pengiriman barang menjadi 

tanggung jawab pengangkut sebagai pihak pengirim yang melakukan 

tindakan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang dialami 

konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1246 KUH 

Perdata yang menyatakan biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh 

dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan 

keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.  

 

B. Saran  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Pemenuhan hak konsumen terhadap pengiriman barang pada 

ekspedisi harus lebih ditingkatkan. Hal ini berarti perlindungan 

hukum harus diperkuat supaya perlindungan hukum bagi konsumen 

tidak lemah sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum 

yang memadai. Perusahaan jasa pengiriman barang harus lebih 

menjaga keselamatan dan keutuhan barang supaya tidak 

menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pihak perusahaan 

sendiri, dengan upaya tersebut dapat juga meningkatkan mutu 

perusahaan dalam profesionalitas terkait produk jasa yang 
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ditawarkan kepada masyarakat. 

 

2. Tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang terhadap 

kerugian yang dialami oleh konsumen seharusnya dipenuhi 

sebagaimana mestinya agar tercipta keadilan. Tanggung jawab yang 

diberikan harus sepadan, setara dengan kerugian yang diderita oleh 

konsumen. Selain itu asuransi yang berlaku pada perusahaan 

ekspedisi seharusnya diberlakukan untuk semua jenis barang yang 

akan dikirim. 
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